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BUPATI TANAH DATAR

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya  pencegahan dan
penanggulangan penyebaran corona virus disease 2019
varian omicron perlu mengoptimalkan penggunaan aplikasi
pedulilindungi untuk penerapan disiplin dan penegakan

hukum protokol kesehatan corona virus disease 2019 :

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 disesuaikan dengan
perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu

dilakukan perubahan;

c. bahwa ...




Mengingat

2.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

5. Undang ...
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5.

10.

3.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3447);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan

Ekonomi Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014

tentang Penanganan Penyakit Menular;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019;

11. Peraturan ....
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Menetapkan
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11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produksi Dan

Aman Corona Virus Disease 2019,

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN  SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2020 tentang Penerapan Displin Dan Penegakan Hukum
Protokol ~Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 48) diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4. Perangkat ...
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

S. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
severe acute respiratory syndrome-corona virus-2.

6. Masker adalah perlindungan pernafasan yang
digunakan sebagai metode untuk melindungi individu
dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang
berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker
tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan
yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan
untuk melindungi secara memadai pemakainya.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga
Negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan
hukum atau badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang
perdagangan/jasa.

8. Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan
untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam
melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran

Covid-109.

2. Ketentuan ...
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 5

(1) Subjek pengaturan wajib melaksanakan dan mematuhi
protokol kesehatan dengan ketentuan:
a. bagi perorangan:
1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker
yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
Jjika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan
orang lain yang tidak diketahui status
kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan
sabun dan air yang mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing),
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
S. mempunyai dan menerapkan aplikasi
Pedulilindungi.
b. bagi Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker
yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu
bagi pengelola, karyawan serta pengunjung yang

menggunakan fasilitas umum;

2. sosialisasi ...
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. sosialisasi, edukasi dan/atau penggunaan
berbagai media informasi untuk memberikan
pengertian dan pemahaman mengenai
pencegahan dan pengendalian Covid-19;

. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang
mudah diakses dan memenuhi standar atau
penyediaan cairan pembersih tangan
(handsanitizer);

. upaya identifikasi (penapisan) dan penatausahaan
kesehatan bagi setiap orang yang akan
beraktifitas di lingkungan kerja;

. Upaya pengaturan jarak;

. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara
berkala;

. menerapkan aplikasi Pedulilindungi;

. mewajibkan semua pegawai, pengunjung dan
tamu yang akan mengakses pelayanan publik
untuk memperlihatkan dan/atau menggunakan
scan QR code Pedulilindungi;

. menempatkan pegawai pada pintu masuk untuk
melakukan pengecekan semua pegawai dan
pengunjung menggunakan scan QR code

Pedulilindungi;

10.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat

yang berisiko dalam penularan dan tertularnya

Covid-19; dan

11.fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus

untuk mengantisipasi penyebaran Covid-109.

3. Diantara ...
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3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni

Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Penerapan penggunaan aplikasi Pedulilindungi
dilaksanakan ditempat dan fasilitas umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Setiap orang yang sudah vaksin harus menunjukan
bukti pada aplikasi Pedulilindungi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap orang yang sudah vaksin tetapi tidak memiliki
aplikasi Pedulilindungi harus membuktikan dengan
sertifikat vaksin atau surat keterangan telah divaksin
yang dikeluarkan oleh yang berwenang.

(4) Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat vaksin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai
keterangan dokter dan/atau yang berwenang bahwa
yang bersangkutan secara medis tidak mungkin di
vaksin.

Pasal 5B

(1) Pengawasan  penggunaan  penerapan  aplikasi
Pedulilindungi dilaksanakan oleh tim pengawasan
penerapan aplikasi Pedulilindungi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasalll ...
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFI

/ .

o1, M.Si

NIP. 19770918 206\)03 2 001



